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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan                       P E N E T A P A N

Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 640XXX760004,  tempat, tanggal lahir:  Bandung, 2 Mei

1976,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan  Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di

Kecamatan Tanjung Redeb,  Kabupaten Berau,  Provinsi

Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik

domisili  dengan  alamat  email:  hiXXXanm@gmail.com,

sebagai Pemohon;

 melawan

TERMOHON, NIK  6403095504900001,  tempat dan tanggal  lahir:

Tanjung Redeb, 27 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama

Islam,  pendidikan  terakhir  S-1,  pekerjaan  PNS,  tempat

tinggal  di  Jalan  H.  Abdullah,  RT.  4,  Kelurahan  Karang

Ambun,  Kecamatan  Tanjung  Redeb,  Kabupaten  Berau,

Provinsi  Kalimantan  Timur,  selanjutnya  disebut  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 21 Agustus

2024  yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb

dalam register perkara Nomor 432/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 21 Agustus 2024

yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Termohon pada tanggal 10 November 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA
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Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,  Provinsi Kalimantan Timur,

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/33/XI/2011 tanggal 19 November

2011;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan  keduanya  bertempat  tinggal  bersama selama kurang  lebih  12  (dua

belas)  tahun  di  Jalan  H.  Abdullah,  RT.  4,  Kelurahan  Karang  Ambun,

Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,

hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai

goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

yang sulit didamaikan sejak Juli 2016;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juni 2024;

6. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena;

6.1Bahwa Termohon  memiliki  sifat  egois  yang  berlebihan  yang  tidak

mau menerima pendapat dan nasehat Pemohon;

6.2Bahwa Pemohon tidak bisa memberikan nafkah bathin;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya

sejak  Juni  2024  hingga  sekarang  selama  lebih  kurang  2  (dua)  bulan,

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal  karena Pemohon

telah pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah

tersebut  saat  ini  Pemohon  bertempat  tinggal  di  Jalan  Murjani  II  Gang

Kenari,  RT.  19,  Kelurahan  Karang  Ambun,  Kecamatan  Tanjung  Redeb,

Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  Termohon  bertempat

tinggal di Jalan H. Abdullah, RT. 4, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa  sejak  berpisahnya  Pemohon  dan  Termohon  selama  lebih

kurang 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
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sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Termohon  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga

Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan

Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  maka  Pemohon

merasa  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan  (relaas) yang

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh

suatu alasan yang sah;
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Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar

dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan

niatnya untuk bercerai;  

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Pemohon memohon

kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya mencoba untuk rukun

kembali dengan Termohon;

Bahwa  karena  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan  Pemohon

sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka

pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  segala  yang

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pernyataan  Pemohon  mencabut  permohonannya

untuk  rukun  Kembali  dengan  Termohon  dilakukan  sebelum  permohonan

tersebut  dibacakan  di  persidangan,  oleh  karena  itu  pencabutan  perkara  ini

dapat  dikabulkan sebagaimana maksud Pasal  54  Undang-Undang Nomor  7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun

2009,  dalam  Pasal  271  dan  272  Rv.  dapat  diberlakukan  di  lingkungan

Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa berdasarkan uraian  di  atas,  maka perkara nomor

432/Pdt.G/2024/PA.TR  harus  ditetapkan  telah  selesai  karena  dicabut  oleh

Pemohon  dan  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Tanjung

Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam

perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

432/Pdt.G/2024/PA.TR dari Pemohon;  

2. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Tanjung

Redeb  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut  dalam  register

perkara;  

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp179.000,00- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);  

Demikian  penetapan ini  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin,  24  September  2024

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul  Awal 1446 Hijriyah, oleh kami

Bijak  Enhasiwi  Putusukma,  S.H.I. sebagai  Ketua  Majelis,  Dhimas  Adhi

Sulistyo, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I.  masing-masing sebagai Hakim

Anggota,  penetapan  yang  pada  hari  itu  juga  diucapkan  oleh  Ketua Majelis

tersebut  dalam sidang  terbuka  untuk  umum,  dengan  didampingi oleh  para

Hakim  anggota  tersebut  dibantu  oleh  Suhaimi,  S.H.  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

Ketua Majelis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

                  

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Perincian Biaya :
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1. Biaya Pendaftaran : Rp.      30.000,00
2. Biaya Proses : Rp.      75.000,00
3. Biaya Panggilan

4. Biaya PNBP Panggilan

:

:

Rp.

Rp.

    34.000,00

     20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp.      10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp.      10.000,00
  Jumlah : Rp.     179.000,00
                         (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
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